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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  109/PMK.06/2009 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN  
DALAM RANGKA PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi 
dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, tata cara 
inventarisasi, penilaian dan pelaporan dalam rangka 
Penertiban Barang Milik Negara yang selama ini berlaku 
sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara perlu ditinjau 
kembali untuk disempurnakan dan ditetapkan dalam suatu 
Peraturan Menteri Keuangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, 
Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang 
Milik Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

  5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara;  

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 
tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik 
Negara; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 
tentang Penilaian Barang Milik Negara; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat;  
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  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI, 
PENILAIAN, DAN PELAPORAN DALAM RANGKA 
PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

  1. Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

  2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 
serta melakukan pengelolaan BMN. 

  3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMN. 

  4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. 

  5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 
BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi 
yang bersangkutan. 

  6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam 
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pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun 
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

  7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola 
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
barang yang berada dalam penguasaannya. 

  8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN 
sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal 
pemerintah. 

  9. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh 
penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu 
obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka 
pengelolaan BMN. 

  10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.  

  11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  12. Rekonsiliasi hasil penertiban BMN adalah proses 
pencocokan data hasil penertiban BMN antara Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan Kementerian Negara/Lembaga. 

  13. Sertifikasi adalah kegiatan pengamanan BMN dari segi 
hukum dengan penerbitan dokumen kepemilikan oleh 
instansi yang berwenang. 

  14. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut 
LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
(CALK). 
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  15. Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian, selanjutnya disebut Kementerian Negara/ 
Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah 
non kementerian negara/lembaga negara. 

  16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup 
tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

  17. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur 
Jenderal. 

  18. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, 
selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 
Kantor Wilayah DJKN. 

  19. Tim Penertiban adalah Tim Penertiban Barang Milik 
Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 17 Tahun 2007. 

  20. Sistem Aplikasi, adalah Subsistem dari Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang 
saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber 
dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan 
neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku, dan pengembangannya 
(Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 
BMN/SIMAK BMN).  

Pasal 2 

  (1) Penertiban BMN dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, 
penilaian,  sertifikasi dan pelaporan seluruh BMN pada 
Kementerian Negara/Lembaga, dan pengamanan BMN yang 
berada dalam penguasaan Kementerian Negara/Lembaga. 

  (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk mewujudkan penertiban dan 
pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan 
akuntabel, baik secara administratif, hukum, maupun fisik.  


